
  
Halaman-1 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 
                                      PARTAI PERJUANG KEADILAN (P-PK) 

BAB I 
ATRIBUT PARTAI 

Pasal 1 

(1) Atribut Partai terdiri atas: 

a. Nama Partai; 

b. Lambang Partai; 

c. Bendera Partai; 

d. Mars Partai; dan 

e. Himne Partai. 

(2) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

(3) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
tafsir sebagai berikut: 

a. Warna dasar merah dilandasi dengan semangat keberanian, dan 
kejujuran serta bertanggung jawab; 

b. Segi 5 (lima) sama sisi untuk menjunjung tinggi PANCASILA sebagai 
falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia; 

c. Tali bentuk lingkaran bulat merupakan Persatuan yang Kokoh dan Kuat 
dalam suatu Ikatan Kekeluargaan; 

d. Bintang sebagai Insan yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

e. Genggaman tangan dengan Tekad Bulat menegakkan hukum yang 
berkeadilan; 

f. Timbangan suatu keseimbangan bathiniah dan lahiriah serta suratan dan 
siratan rasa keadilan; 

g. Tulisan PARTAI PEJUANG KEADILAN menuju INDONESIA JAYA. 

(4) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai 
filosofi yaitu dengan berlandaskan dan semangat Proklamasi membina 
kepeloporan jiwa muda dan patriotik serta jiwa kesiapsiagaan, 
pelayanan, dalam rangka mewujudkan kejujuran, kebenaran, keadilan, 
dan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Partai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat. 
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BAB II 
SASARAN DAN PROGRAM 

Pasal 2 

(1) Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran Partai dan 
pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam: 
a. Falsafah Dasar Perjuangan Partai; 

b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai; 

c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan 

d. Rencana Strategis Operasional Partai. 

(2) Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar 
keseimbangan lahir dan batin dalam upaya turut serta membentuk 
karakter bangsa dan kemajuan peradaban manusia; 

b. Terbinanya kualitas Anggota Partai secara individu dan 
keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

c. Terbinanya Anggota Partai sebagai kader-kader terbaik calon 
pemimpin bangsa; 

d. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, 
akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan 
keadilan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat dan 
bangsa Indonesia; 

e. Terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan 
negara; 

f. Terjaminnya kelestarian sumber daya bangsa dan negara; 
g. Tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan 

kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan 
hukum dan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan; 

h. Terjaminnya penegakan hak asasi manusia; 

i. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial; 
j. Terbentuknya generasi penerus yang lebih baik; dan 

k. Sasaran lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, 
kondisi, dan kebutuhan Partai. 

(3) Untuk mewujudkan sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan program Partai. 

(4) Program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat(3) terdiri atas: 

a. Mengokohkan organisasi dan soliditas kepengurusan Partai; 
b. Menyelenggarakan pengkaderan; 

c. Menyelenggarakan pendidikan hukum dan pelatihan serta 
keterampilan; 

d. Berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional dan daerah; 
e. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan 

masyarakat; 
f. Membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang 

transparan, solutif, dan konstruktif; 

g. Menyelenggarakan kajian sosial kemasyarakatan, politik, 
hukum, ekonomi, budaya, dan ketatanegaraan baik secara 
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akademis maupun implementatif; 
h. Menyelenggarakan amal saleh, kerja nyata, kemitraan, dan 

gotong royong; 

i. Menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional; 
j. Membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi; 
k. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, kesehatan, dan 

sumber daya keluarga; 
l. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, 

beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

m. Merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi berkenaan 
dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, 
lingkungan hidup, olahraga, kesenian, kebudayaan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, 
keagamaan (moral, mental,   dan spiritual), kewanitaan, 
kepemudaan, keluarga berencana, kepanduan, penanggulangan 
bencana, dan bela negara; dan 

n. Program lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, 
kondisi, dan kebutuhan Partai. 

 
BAB III  

KEANGGOTAAN 
Bagian Satu  
ANGGOTA 

 
Pasal 3 

Anggota Biasa 

Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri 
dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan. 

 
 

Pasal 4  
Anggota Kehormatan 

Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap 
Partai Pejuang Keadilan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Pejuang Keadilan. 

 
Bagian Kedua  

Syarat Keanggotaan 
 

Pasal 5 

1) Yang dapat menjadi Anggota Biasa Partai Pejuang Keadilan adalah: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah; 

c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya 
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dan; 

d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota. 

2) Kriteria menjadi Anggota Kehormatan adalah: 

a. Bukan merupakan anggota Biasa; 

b. Berjasa besar dalam mewujudkan cita-cita dan program Partai Pejuang 
Keadilan; 

c. Berjasa besar terhadap Partai Pejuang Keadilan dan kemajuan 
masyarakat Bangsa dan  Negara. 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 

 
Pasal 6 

 
1) Setiap Anggota berhak: 

a) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan; 

b) Memilih dan dipilih; 

c) Memperoleh perlindungan dan pembelaan; 

d) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader Partai; 

e) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri. 

2) Setiap Anggota berkewajiban: 

a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, lkrar, dan Pedoman  Partai 
Pejuang Keadilan; 

b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga; 

c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan 
ketentuan Partai lainnya; 

d.  Melaksanakan dan Mengamankan setiap kebijakan partai; 

e. Membela kepentingan partai dan setiap usaha dan tindakan yang 
merugikan Partai; 

f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai; 

g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai; 

h. Membayar luran Anggota. 

 
BAB V  

PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
Pasal 7 

1) Anggota berhenti karena: 

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 

b. Diberhentikan /dikeluarkan dari Partai; 
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c. Meninggal dunia. 

2) Anggota diberhentikan karena: 

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota; 

b. Menjadi Anggota partai politik lain; 

c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau 
Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional; 

d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan 
keputusan atau kebijakan Partai; 

e. Melakukan tindak Pidana yang yang telah diputuskan oleh Pengadilan. 
3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri 

Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. 
      

BAB VI 
                                       KADER PARTAI 

Pasal 8 

1) Kader Partai Pejuang Keadilan adalah Anggota Partai Pejuang Keadilan 
yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai Pejuang Keadilan. 

2) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan 
Kader yang diseleksi atas dasar kriteria: 
a. Mental - Ideologi; 
b. Penghayatan terhadap VIsi, Misi, dan Platform Partai; 
c. Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT); 
d. Kepemimpinan yang kuat; Militansi dan mandiri. 

3) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader 
Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa untuk kemajuan Partai. 

4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 
                                    SYARAT KADER PARTAI 

Pasal 9 

Yang dapat menjadi Kader Partai Pejuang Keadilan adalah: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah; 

c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran 
Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; dan 

d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota; 

e. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Latihan 
Partai Pejuang Keadilan. 
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BAB VII 

                      HAK DAN KEWAJIBAN KADER PARTAI 

 
Pasal 10 

1) Setiap Kader berhak: 
a. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan; 
b. Memilih dan dipilih; 
c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan; 
d. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader; 
e. Dipromosikan dan ditugaskan menduduki Struktur Partai dan atau 

Jabatan Publik; 
f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri. 

2) Setiap Kader berkewajiban: 
a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, lkrar, dan Pedoman Partai 

Pejuang Keadilan; 
b. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga; 
c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan 

ketentuan Partai lainnya; 
d. Melaksanakan dan Mengamankan kebijakan Partai; 
e. Memperjuangkan dan Membela kepentingan Partai dari setiap usaha 

dan tindakan yang merugikan Partai; 
f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai; 
g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program-program  Partai 

Pejuang Keadilan. 
h. Mengikuti pendidikan dan latihan kader Partai Pejuang Keadilan; 
i. Bersedia ditugaskan Partai Pejuang Keadilan untuk menjalankan misi 

organisasi; 
j. Membayar luran Anggota. 

 
BAB VIII 

PEMBERHENTIAN KADER PARTAI 
                                            Pasal 11 

1) Kader berhenti karena: 
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
b. Diberhentikan; 
c. Meninggal dunia. 

2) Kader diberhentikan karena: 
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kader Patai;  
b. Menjadi Anggota partai politik lain; 
c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau 

Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional; 
d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan 

keputusan atau kebijakan Partai; 
e. Dinyatakan tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mendapat 
putusan Pengadilan dan; 

f. Dicabut hak Politiknya oleh Pengadilan. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri 
Kader diatur dalam Peraturan Organisasi. 
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BAB IX 

KADERISASI PARTAI 
                                           Pasal 12 

1) Kaderisasi adalah sistem perkaderan yang ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

2) Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 
a. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Dasar; 
b. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Menengah; 
c. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Lanjut. 

3) Pendidikan dan Latihan Tingkat Dasar dilaksanakan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. 

4) Pendidikan dan Latihan Tingkat Menengah dilaksanakan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi. 

5) Pendidikan dan Latihan Tingkat Lanjut dilaksanakan oleh Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

6) Dalam melaksanakan Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud 
ayat (2), Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan membentuk 
Akademi Partai Pejuang Keadilan. 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kaderisasi diatur dalam Peraturan 
Organisasi. 

BAB X 

SELEKSI JABATAN PUBLIK 
Pasal 13 

1) Seleksi jabatan publik meliputi jabatan Eksekutif dan jabatan Legislatif. 

2) Seleksi jabatan Eksekutif terdiri dari: 
a. Seleksi untuk calon Presiden/Calon Wakil Presiden; 
b. Seleksi untuk calon Menteri/ Calon wakil Menteri; 
c. Seleksi untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur; 
d. Seleksi untuk calon Bupati/ Wakil Bupati; 
e. Seleksi untuk calon Walikota/Wakil Walikota; 
f. Seleksi untuk jabatan Eksekutif lainnya. 

3) Seleksi jabatan Legislatif terdiri dari: 
a. Seleksi untuk calon Anggota DPR RI; 
b. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Provinsi; 
c. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kabupaten; 
d. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kota; 
e. Seleksi untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). 

4) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan melalui 
tahapan: 
a. Pendaftaran; 
b. Penjaringan /Seleksi; 
c. Penetapan. 

5) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif melibatkan: 
a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan; 
b. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi (DPW); 
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c. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota (DPC); 
d. Pimpinan Anak Cabang Kecamatan(PAC); 
e. Pimpinan Ranting Desa/Kelurahan(PRD); 
f. Anggota Partai. 

6) Seluruh tahapan seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif 
dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. 

(7)   Ketentuan lebih lanjut Seleksi Jabatan Publik sebagaimana dimaksud 
Pasal 13 diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 
BAB XI 

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN 
Pasal 14 

 
1) Struktur Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Pejuang Keadilan terdiri atas: 

a. Ketua Umum; 
b. Ketua Harian, bila diperlukan; 
c. Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya 3(Tiga) orang; 
d. Ketua-Ketua Bidang; 
e. Sekretaris Jenderal; 
f. Wakil Sekretaris Jenderal; 
g. Bendahara Umum; 
h. Wakil Bendahara Umum; 
i. Departemen-departemen. 

2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan 
oleh Ketua Umum dibantu oleh Anggota Formatur. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama 
bidang diatur dalam Peraturan Organisasi. 

4) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian. 
5) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. 
6) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 121 orang. 
7) Pengurus Harian, terdiri atas: 

a. Ketua Umum; 
b. Ketua Harian; 
c. Wakil Ketua Umum; 
d. Ketua-Ketua Bidang; 
e. Sekretaris Jenderal; 
f. Wakil Sekretaris Jenderal; 
g. Bendahara Umum; 
h. Wakil Bendahara Umum: 

8) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 39 orang. 

 
Pasal 15 

 
1) Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi (DPC) terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
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e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara; 
g. Biro-Biro. 

2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi 
ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama 
bidang diatur dalam Peraturan Organisasi. 

4) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno. 
5) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah 

Provinsi. 
6) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 77 orang. 
7) Pengurus Harian, terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara. 

8) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 29 orang. 

 
Pasal 16 

1) Struktur Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota (DPC) terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara; 
g. Bagian-Bagian. 

2)  Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota 
ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama 
bidang diatur dalam Peraturan Organisasi. 

4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Pleno. 
5) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan 

Daerah Kabupaten/Kota; 
6) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 55 orang 
7) Pengurus Harian, terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara. 

8) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 25 orang. 
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Pasal 17 

1) Struktur Pimpinan Kecamatan, (PAC) terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara; 
g. Seksi-Seksi. 

2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Kecamatan ditetapkan 
oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama 
bidang diatur dalam Peraturan Organisasi. 

4) Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno. 
5) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan. 
6) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 15 orang. 
7) Pengurus Harian, terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara. 

8) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 15 orang. 
 

Pasal 18 

1) Struktur Pimpinan Desa/Kelurahan  (Ranting) atau sebutan lain, terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
f. Wakil Bendahara;  
g. Sub-Sub Seksi. 

2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Desa/Kelurahan ditetapkan 
oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama 
bidang diatur dalam Peraturan Organisasi. 

4) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno. 
5) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau 

sebutan lain. 
6) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 11 orang. 
7) Pengurus Harian, terdiri atas: 

a. Ketua; 
b. Wakil-Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; 
d. Wakil-Wakil Sekretaris; 
e. Bendahara; 
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f. Wakil-Wakil Bendahara. 
8) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 orang. 
9) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk Kelompok 

Kader. 
10) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur 

dalam Peraturan Organisasi. 
 

Pasal 19 
 

1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau 
gabungan beberapa Negara. 

2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri, sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
d. Biro-Biro. 

Pasal 20 

 
1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai: 

a. Aktif dalam perpolitikan nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 
b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT); 
c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 
d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI dan Organisasi yang terlarang lainnya; 
e. Tidak pernah terlibat dalam tindak Pidana  yang diancam Pidana 5 Tahun 

Penjara dan telah mendapat putusan Pengadilan: 
f. Tidak sedang dicabut Hak Politiknya oleh Pengadilan; 
g. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif 

dalam Partai; 
h. Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai Pejuang Keadilan. 

2) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan 
Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal; 

3) Penyusunan Pengurus di setiap tingkatan organisasi harus memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan. 

4) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah: 

a. Pernah menjadi Pengurus Partai Pejuang Keadilan Tingkat Pusat 
dan/atau sekurang- kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai lain 
ditingkat pusat atau Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus 
Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode 
penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang 
hak suara; 

b. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota Organisasi yang 
terlarang; 

c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai Pejuang Keadilan; 
d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT); 
e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; 
f. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI  dan Organisasi yang terlarang; 
g. Tidak pernah terlibat dalam tindak Pidana  yang diancam Pidana 5 Tahun 

Penjara dan telah mendapat putusan Pengadilan. 
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h. Tidak sedang dicabut Hak Politiknya oleh Pengadilan 
i. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif 

dalam Partai Pejuang Keadilan; 

5) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua 
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua Pimpinan 
Kecamatan/Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah: 
a. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) di atas; 
b. Hal-hal lain yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan persyaratan 

kepengurusan Partai Pejuang Keadilan akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Organisasi dan atau Keputusan Partai.  

 
Pasal 21 

1) Kekosongan  antar waktu Pengurus  Partai terjadi karena: 
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
b. Meninggal dunia; 
c. Diberhentikan. 

2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c diatur sebagai berikut: 

a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan 
Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional; 

b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan 
Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi; 

c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; 

d. Untuk Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan 
Kecamatan; 

e. Untuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh 
Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

3) Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi. 

 
Pasal 22 

Pengisian lowongan/ pergantian  antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan 
Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan 
kepada Rapat Pimpinan Nasional. 

 
Pasal 23 

Pengisian lowongan/pergantian antar waktu Pengurus Daerah Provinsi 
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno 
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 
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Pasal 24 

 
Pengisian lowongan/pergantian antar waktu Pengurus Cabang Kabupaten/ 
Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat 
Pleno Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota. 

Pasal 25 

 
Pengisian lowongan/pergantian  antar waktu Pengurus Pimpinan Kecamatan 
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota berdasarkan usul 
hasil Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan. 

 

Pasal 26 
 

Pengisian lowongan pergantian antar waktu Pengurus Pimpinan Desa/ 
Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berda 
sarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

 
Pasal 27 

Pengisian lowongan/pergantian antar waktu, termasuk Pengurus hasil 
Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan, hanya melanjutkan sisa masa 
jabatan Pengurus yang digantikannya; 

 
BAB XII 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN PEMBINA PUSAT, 
DEWAN PEMBINA WILAYAH PROVINSI, DEWAN PEMBINA 

KABUPATEN/KOTA 

 
Pasal 28 

 
Dewan Pembina, Dewan Pembina Provinsi, dan Dewan Pembina 
Kabupaten/Kota adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian 
dari kepengurusan Partai Pejuang Keadilan sesuai tingkatannya. 

 
Pasal 29 

 
1) Dewan Pembina bertugas memberikan masukan dan Pembina kepada 

Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan dalam menentukan 
kebijakan yang bersifat penting dan strategis. 

2) Ketua Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

3) Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan maksimal 21 orang anggota. 

4) Anggota Dewan Pembina adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan yang telah 
Kapasiblitas dan Akseblitas  terhadap kondisi perpolitikan Nasional. 

5) Masa kepengurusan Dewan Pembina sama dengan masa kepengurusan 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan (P-PK). 

6) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pembina, Dewan Pembina Provinsi, dan 



  
Halaman-14 

Dewan Pembina Kabupaten/Kota disusun secara internal Dewan Pembina 
bersama Dewan Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 30 

 
1) Dewan Pembina Provinsi bertugas memberikan masukan dan Pembinaan 

kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Pejuang Keadilan Provinsi. 
2) Ketua Dewan Pembina Provinsi ditetapkan dalam Musyawarah Daerah 

dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi. 
3) Dewan Pembina Provinsi terdiri dari seorang ketua dan maksimal 15 orang 

anggota. 
4) Anggota Dewan Pembina Provinsi adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan 

yang telah berkecimpung dalam Politik ditingkat Provinsi sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai 
politik lain. 

5) Masa kepengurusan Dewan Pembina Provinsi sama dengan masa 
kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pejuang Keadilan Provinsi. 

 
Pasal 31 

 
1) Dewan Pembina Kabupaten/Kota berfungsi memberikan masukan dan 

Pembinaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Pejuang Keadilan 
Kabupaten/Kota. 

2) Ketua Dewan Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Musda dan/atau 
Musdalub Kabupaten/Kota. 

3) Dewan Pembina Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua dan maksimal 
10 orang anggota. 

4) Anggota Dewan Pembina kabupaten/Kota adalah tokoh Partai Pejuang 
Keadilan yang telah berkecimpung dalam politik sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai politik 
lainnya. 

5) Masa kepengurusan Dewan Pembina Kabupaten/Kota sama dengan masa 
kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pejuang Keadilan 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 32 
 

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, Dewan Pembina Provinsi 
dan Dewan Pembina Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Organisasi.  

 
 

BAB XIII 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN 
TUGAS DEWAN KEHORMATAN 

 
Pasal 33 

 
Dewan Kehormatan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian 
dari kepengurusan Partai Pejuang Keadilan di tingkat Pusat. 
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Pasal 34 
 

1) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan 
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai Pejuang 
Keadilan sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Pedoman/ 
kontitusi Partai dan Platform Perjuangan Partai Pejuang Keadilan, baik 
internal maupun eksternal. 

2) Ketua Dewan Kehormatan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional 
dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

3) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan maksimal 25 orang 
anggota. 

4) Anggota Dewan Kehormatan adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan dan 
atau Tokoh Masyarakat dan atau perofesionalime yang telah berkecimpung 
dalam perpolitikan nasional  sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau 
pernah aktif dalam kepengurusan Partai lainnya. 

5) Masa kepengurusan Dewan Kehormatan sama dengan masa 
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

6) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan ditentukan secara internal oleh 
Dewan Kehormatan. 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Kehormatan diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 
 

BAB XIV 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN 
TUGAS DEWAN PENASEHAT 

 
Pasal 35 

 

Dewan Penasehat adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan 
bagian dari kepengurusan Partai Pejuang Keadilan di tingkat Pusat. 

 
Pasal 36 

 
1) Dewan Penasehat bertugas memberikan saran dan nasehat mengenai 

masalah- masalah internal organisasi. 

2) Ketua Dewan Penasehat ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

3) Dewan Penasehat terdiri dari seorang ketua dan maksimal 21 orang 
anggota. 

4) Anggota Dewan Penasehat adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan dan atau 
tokoh Masyarakat dan atau Profesionalisme  yang telah berkecimpung 
dalam perpolitikan Nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau 
pernah aktif dalam kepengurusan Partai Politik lain. 

5) Masa kepengurusan Dewan Penasehat sama dengan masa kepengurusan 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

6) Mekanisme kerja Dewan Penasehat ditentukan secara internal oleh 
Dewan Penasehat. 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 
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BAB XV 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN 
TUGAS DEWAN PAKAR 

Pasal 37 
 

Dewan Pakar adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan 
bagian dari kepengurusan Partai Pejuang Keadilan di tingkat Pusat. 

 
Pasal 38 

 

1) Dewan Pakar bertugas memberikan pandangan dan pemikiran kepada 
DPP Partai Pejuang Keadilan tentang isu-isu Politik Nasional dan 
pembangunan nasional. 

2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

3) Dewan Pakar terdiri dari seorang ketua dan maksimal 21 orang anggota. 

4) Anggota Dewan Pakar adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan dan atau 
Akademisi dan atau profesional dan atau tokoh masyarakat yang telah 
berkecimpung dalam perpolitikan Nasisional sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai Politik lain. 

5) Masa kepengurusan Dewan Pakar sama dengan masa kepengurusan 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

6) Mekanisme kerja Dewan Pakar ditentukan secara internal oleh Dewan 
Pakar. 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam Peraturan 
Organisasi. 

 
BAB XVI 

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN ETIK 

 
Pasal 39 

 

Dewan Etik adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan 
bagian dari kepengurusan Partai Pejuang Keadilan di tingkat Pusat. 

 
Pasal 40 

 
1) Tugas Dewan Etik terdiri atas; 

a. menyusun dan menyempurnakan peraturan kode etik dan pakta 
integritas partai; 

b. menegakan kode etik dan pakta integritas partai dikalangan 
fungsionaris, kader dan anggota partai. 

c. memberikan rekomendasi kepada DPP untuk penugasan kader 
berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela 
(PD2LT). 

2) Ketua Dewan Etik ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau 
Musyawarah Nasional Luar Biasa. 

3) Dewan Etik terdiri dari seorang ketua dan maksimal 9 orang anggota. 



  
Halaman-17 

4) Anggota Dewan Etik adalah tokoh Partai Pejuang Keadilan dan atau 
Akademisi dibidang Hukum dan atau Politik para Pakar lainnya yang telah 
berkecimpung dibidang Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 

5) Masa kepengurusan Dewan Etik sama dengan masa kepengurusan 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 

6) Mekanisme kerja Dewan Etik ditentukan secara internal oleh Dewan Etik. 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Etik diatur dalam Peraturan 
Organisasi. 

 
BAB XVII 

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA 

 
Bagian Kesatu 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 
Pasal 41 

1) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Pejuang Keadilan dibentuk 
di tingkat DPP, DPW Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota sebagai sarana 
penunjang pelaksanaan program Partai Pejuang Keadilan di bawah 
koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Partai Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

3) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Pejuang Keadilan dapat 
melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di 
bawahnya. 

4) Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas: 
a) Melakukan penelitian terhadap kondisi posisi Partai Pejuang Keadilan 

secara berkala; 
b) Melakukan penelitian atas pandangan/persepsi masyarakat terhadap 

partai politik, serta perilaku pemilih; 
c) Melakukan penelitian, pengkajian, analisis rekomendasi, dan 

alternatif kebijakan publik dan kepemerintahan; 
d) Melakukan analisis, kajian dan rekomendasi tentang kebijakan 

pembangunan yang efektif; 
e) Melaporkan hasil kegiatan berikut rekomendasi kepada Dewan 

Pimpinan Pusat Partai Pejuang Keadilan. 
5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Penelitian dan Pengembangan diatur 

dalam Peraturan Organisasi. 

 

Bagian Kedua 

BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA 

 
Pasal 42 

1) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai Pejuang Keadilan 
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dibentuk di tingkat DPP, DPW Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota sebagai 
sarana penunjang pelaksanaan program Partai Pejuang Keadilan di bawah 
koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Advokasi Hukum dan Hak 
Azasi Manusia Partai Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

3) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai Pejuang Keadilan 
dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di 
bawahnya. 

4) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai Pejuang Keadilan 
bertugas: 

a) Melakukan kajian terhadap sistem hukum nasional dan penegakan hak 
azasi manusia; 

b) Mendorong/memajukan upaya penciptaan pembentukan suatu sistem 
hukum nasional yang adil dan demokratis, serta berlaku sama bagi 
setiap warganegara; 

c) Melakukan upaya-upaya memajukan perlindungan hak azasi manusia; 

d) Menyelenggarakan upaya-upaya penciptaan masyarakat sipil dengan 
melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran 
kewarganegaraan; 

e) Memberikan advokasi, bantuan, penyuluhan dan pelayanan hukum 
dan hak azasi manusia bagi Anggota, Kader dan masyarakat yang 
membutuhkannya; 

f) Melakukan  kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat sebagai upaya-
upaya yang bersifat menyentuh dalam rangka memenangkan Partai 
Pejuang Keadilan secara jujur dan adil pada setiap pemilu; 

g) Melaporkan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Dewan 
Pimpinan Partai Pejuang Keadilan. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi 
Manusia diatur dalam Peraturan Organisasi. 

Bagian Ketiga 

BADAN PEMENANGAN PEMILU 
Pasal 43 

 
1)  Badan Pemenangan Pemilu Partai Pejuang Keadilan dibentuk di tingkat 

DPP, DPW Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang 
pelaksanaan program Partai Pejuang Keadilan di bawah koordinasi bidang 
terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu 
Partai Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan 
Partai sesuai tingkatannya. 

3) Badan Pemenangan Pemilu Partai Pejuang Keadilan dapat melakukan 
koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya. 

4) Badan Pemenangan Pemilu bertugas: 

a) Menyusun rencana strategi pemenangan Partai Pejuang Keadilan untuk 
Pemilihan Umum PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  dan Pemilihan 
Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota 
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dan Wakil Walikota; 
b) Menyusun dan mendesain isu-isu dan strategi pengelolaan kampanye; 
c) Melakukan pelatihan pengelolaan kampanye media berbasis digital; 
d) Melakukan kajian sistematik terhadap sistem pemilu yang sudah 

diterapkan; 
e) Melakukan evaluasi terhadap implementasi semua regulasi tentang 

pemilu baik Undang-undang,Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 
Peraturan  KPU dan Peraturan Bawaslu; 

f) Memetakan wilayah kerja potensial Partai Pejuang Keadilan dalam 
pemenangan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden,Pemilihan 
Anggota DPR, DPW dan DPRD, Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota; 

g) Melakukan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih potensial; 
h) Melakuakan riset dan kajian secara internal tentang prilaku pemilih 

berdasarkan wilayah, suku dan agama serta budaya 
i) Menghimpun dan menganalisis data hasil Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden ,Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, 
Pemilihan Umum Presiden , Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota pada pemilu seebelumnya, sebagai data dan bahan untuk  
merancang strategi pemenagan partai Pejuang Keadilan; 

j) Melakukan kajian dan analisis secara kritis kelemahan dan kelebihan 
strategi partai  dengan membandingkan Partai lain. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pemenangan Pemilu diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 

Bagian Keempat 
BADAN SAKSI NASIONAL 

Pasal 44 

1) Badan Saksi Nasional Partai Pejuang Keadilan dibentuk di tingkat Dewan 
Pimpinan Pusat, sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai 
Pejuang Keadilan di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di 
tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Saksi Nasional Partai 
Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan 
Pusat. 

3) Badan Saksi Nasional Partai Pejuang Keadilan melakukan koordinasi 
dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

4) Badan Saksi Nasional bertugas: 

a. Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pengembangan kapasitas dan 
penempatan saksi-saksi Pemilu dari anggota dan kader Partai; 

b. Melakukan kegiatan pengamanan hasil perolehan suara Partai dalam 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota 
DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota; 

c. Membuat sistem kontrol berbasis digital hasil perolehan suara Partai 
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan 
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Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Saksi Nasional diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 

Bagian Kelima 

LEMBAGA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 
Pasal 45 

 
1) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Pejuang Keadilan dibentuk di 

tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota sebagai sarana 
penunjang pelaksanaan program Partai Pejuang Keadilan di bawah 
koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Komunikasi dan 
Informasi Partai Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

3) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Pejuang Keadilan dapat 
melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di 
bawahnya. 

4) Lembaga Komunikasi dan Informasi bertugas: 
a) Merancang dan menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data 

informasi Partai Pejuang Keadilan; 
b) Menyiapkan  Data base sebagai basis pengambilan kebijakan Partai 

Pejuang Keadilan; 
c) Membentuk Media Center Partai Pejuang Keadilan dan menjalin kerja 

sama dengan media cetak, elektronik dan media online untuk 
kepentingan Partai Pejuang Keadilan; 

d) Memetakan isu-isu yang berkembang baik ditingkat nasional maupun 
daerah; 

e) Merancang dan merumuskan kebijakan Partai Pejuang Keadilan 
berdasarkan data informasi yang dihimpun untuk mewujudkan tujuan 
Partai Pejuang Keadilan; 

f) Melaksanakan pelatihan pengelolaan media dan informasi berbasis 
digital kader Partai Pejuang Keadilan. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi dan Informasi diatur 
dalam Peraturan Organisasi. 

Bagian Keenam 

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Pasal 46 

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai Pejuang Keadilan 
dibentuk di tingkat DPP, DPW Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota sebagai 
sarana penunjang pelaksanaan program Partai Pejuang Keadilan di 
bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Partai Pejuang Keadilan diangkat dan diberhentikan 
oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai Pejuang Keadilan 
dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di 
bawahnya. 
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4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas: 

a) Melakukan kajian intensif dan mengawal implementasi Undang-
Undang Desa, untuk mewujudkan kemandirian desa dan 
kesejahteraan masyarakat desa; 

b) Melakukan pemetaan potensi desa; 

c) Merumuskan dan merancang kebijakan pemberdayaan masyarakat 
desa; 

d) Melakukan advokasi dan pendampingan yang intensif terhadap 
masyarakat desa; 

e) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparat desa dalam hal 
tugas dan fungsi pemerintahan desa, tata kelola keuangan desa dan 
pengembangan BUMDES; 

f) Menentukan Desa binaan Partai Pejuang Keadilan. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 
Bagian Ketujuh 

LEMBAGA PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI 
Pasal 47 

 
1) Lembaga Pengembangan Kreaktivitas dan Inovasi Partai PEJUANG 

KEADILAN dibentuk di tingkat DPP, DPW Provinsi dan DPC 
Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai 
Pejuang Keadilan di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di 
tingkatannya. 

2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Pengembangan 
Kreaktivitas dan Inovasi Partai Pejuang Keadilan diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

3) Lembaga Pengembangan Kreaktivitas dan Inovasi Partai Pejuang 
Keadilan dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu 
tingkat di bawahnya. 

4) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi bertugas: 

a) Merumuskan dan menyusun program Partai Pejuang Keadilan 
dalam menjawab kebutuhan pemilih muda; 

b) Melakukan internalisasi doktrin ideologi Pancasila dan Partai 
Pejuang Keadilan terhadap pemilih muda; 

c) Melakukan pendidikan politik terhadap pemilih muda; 

d) Melakukan pengembangan kapasitas kreatif dan inovasi kepada 
pemilih muda; 

e) Mendirikan pusat kreaktifitas dan inovasi pemilih muda; 

f) Mendorong peningkatan literasi demokrasi terhadap pemilih muda; 

g) Melakukan pelatihan bisnis berbasis digital kepada pemilih muda; 

h) Melakukan advokasi dan pendampingan intensif dalam 
pengembangan kreaktivitas dan inovasi pemilih muda. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengembangan Kreativitas dan 
Inovasi diatur dalam Peraturan Organisasi. 
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BAB XVIII 

KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP 
Pasal 48 

1) Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai. 

2) Organisasi Sayap berfungsi sebagai mekanisme sentral dalam rekrutmen, 
pembinaan dan pendayagunaan kader dalam pelaksanaan program partai 
sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya. 

3) Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan 
kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi 
sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya 
dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai 
tingkatannya. 

4) Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) Kecamatan 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada 
satu tingkat dibawahnya; 

5) Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ 
Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

6) Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat 
oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai 
ditingkatannya. 

7) Ketentuan Iebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 

 
BAB XIX 

FRAKSI dan ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PERWAKILAN 
Pasal 49 

 
1) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan 

Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan 
Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

3) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi mengangkat, menetapkan, dan 
memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

4) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota mengangkat, menetapkan, 
dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat 
Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

5) Ketentuan Iebih lanjut tentang Fraksi Partai Pejuang Keadilan dan tata 
cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan 
Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur Iebih lanjut 
dalam Peraturan Organisasi. 

 
BAB XX 

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
Pasal 50 
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1) Hubungan kerjasama PartaI Pejuang Keadilan dengan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 Anggaran Dasar, dilakukan melalui 
pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2) Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan 
Pusat. 

BAB XXI 
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

 
Bagian Kesatu 

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT 
Pasal 51 

 
1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Perserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pembina Partai Pejuang Keadilan; 

c. Dewan Kehormatan Partai Pejuang Keadilan; 

d. Dewan Penasehat Partai Pejuang Keadilan; 

e. Dewan Pakar Partai Pejuang Keadilan; 

f. Dewan Etik Partai Pejuang Keadilan; 

g. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

h. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

i. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat; 

j. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat; 

k. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 
Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat. 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Presiden/wakil presiden 

b. Perwakilan Lembaga /Institusi negara; 
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c. Perorangan. 

5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan 
Pusat. 

6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta. 

7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara 
adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai. 

 

Pasal 52 
 

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional 
Luar Biasa. 

Pasal 53 
 

1) Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pembina Partai Pejuang Keadilan; 

c. Dewan Kehormatan Partai Pejuang Keadilan; 

d. Dewan Penasehat Partai Pejuang Keadilan. 

e. Dewan Pakar Partai Pejuang Keadilan; 

f. Dewan Etik Partai Pejuang Keadilan; 

g. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat; 

i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat; 

j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 
Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat; 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Perwakilan Institusi; 

b. Perorangan. 
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5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

 
Pasal 54 

 
1) Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pembina Partai Pejuang Keadilan; 

c. Dewan Kehormatan Partai Pejuang Keadilan; 

d. Dewan Penasehat Partai Pejuang Keadilan; 

e. Dewan Pakar Partai Pejuang Keadilan; 

f. Dewan Etik Partai Pejuang Keadilan; 

g. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat; 

i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat; 

j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai 
Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat. 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Perwakilan Lembaga/Institusi; 

b. Perorangan. 

5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional 
Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

Pasal 55 

1) Rapat Konsultasi Nasional, dihadiri oleh: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pembina Partai Pejuang Keadilan; 

c. Dewan Kehormatan Partai Pejuang Keadilan; 

d. Dewan Penasehat Partai Pejuang Keadilan; 
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e. Dewan Pakar Partai Pejuang Keadilan; 

f. Dewan Etik Partai Pejuang Keadilan; 

g. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 

2) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber. 

 

Bagian Kedua 

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH PROVINSI 
Pasal 56 

 
1) Musyawarah Daerah Provinsi, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat ; 

b. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Wilayah Provinsi; 

d. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Tingkat Provinsi; 

f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Tingkat Provinsi; 

g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan Tingkat Provinsi. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi; 

b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya 
kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Perwakilan Institusi; 

b. Perorangan. 

5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan 
Wilayah Provinsi. 

6) Pimpinan Musyawarah Wilayah Provinsi dipilih dan dan oleh Peserta. 

7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah Provinsi terpilih, Pimpinan 
Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. 

 
Pasal 57 

 
Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah Provinsi sebagaimana tercantum 
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dalam Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah 
Daerah Luar Biasa Provinsi. 

Pasal 58 

 
1) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Wilayah Provinsi; 

d. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi; 

f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi; 

g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi. 

3) Peninjau, terdiri dari: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi; 

b. Pimpinan Wilayah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya 
kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Perwakilan Institusi; 

b. Perorangan. 

5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Wilayah 
Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. 

 
Pasal 59 

1) Rapat Kerja Daerah Provinsi, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Pusat; 

b. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Wilayah Provinsi; 
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d. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi; 

f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi; 

g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi; 

b. Pimpinan Wilayah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. 

4) Undangan, terdiri atas: 

a. Perwakilan Institusi; 

b. Perorangan. 

5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Wilayah Provinsi 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi. 

 
Bagian Ketiga 

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pasal 60 

1) Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

b. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

d. Pimpinan Cabang Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota; 

e. Pimpinan Cabang Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota; 

f. Pimpinan Cabang Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/ Kota; 

g. Pimpinan Kecamatan. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

b. Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota. 
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4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan 
Cabang Kabupaten/Kota. 

5) Pimpinan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota dipilih dan dan oleh 
peserta. 

6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota terpilih, 
Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 61 
 

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi 
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kabupaten/Kota. 

 
Pasal 62 

 

1) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi ; 

b. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

d. Pimpinan Kecamatan; 

e. Pimpinan Cabang  Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota; 

f. Pimpinan Cabang Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota; 

g. Pimpinan Cabang Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/ Kota. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Ormas yang menyaurkan 
aspirasi politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota. 

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang 
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang 
Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 63 
 

1) Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 
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c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi; 

b. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

c. Dewan Pembina Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

d. Pimpinan Kecamatan; 

e. Pimpinan Cabang Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota; 

f. Pimpinan Cabang Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota; 

g. Pimpinan Cabang Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota. 

3) Peninjau, terdiri atas: 

a. Anggota Fraksi Partai Pejuang Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan; 

c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota. 

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Cabang 
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang 
Kabupaten/Kota. 

 
Bagian Keempat  

MUSYAWARAH DAN RAPAT KECAMATAN 

Pasal 64 

1) Musyawarah Kecamatan, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

b. Pimpinan Kecamatan; 

c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain; 

d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan; 

e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan; 

f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan. 

3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan. 

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan 
Kecamatan. 

5) Pimpinan Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta. 

6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan 
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Sementara adalah Pimpinan Kecamatan. 

 
Pasal 65 

 
Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Luar Biasa 
Kecamatan. 

Pasal 66 

 
1) Rapat Pimpinan Kecamatan, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau; 

c. Undangan. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota; 

b. Pimpinan Kecamatan; 

c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain; 

d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan; 

e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan; 

f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan. 

3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi 
politiknya kepada Partai Pejuang Keadilan. 

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan 
Kecamatan. 

Bagian Kelima 

MUSYAWARAH DAN RAPAT DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN 
Pasal 67 

1) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau. 

2). Peserta, terdiri atas: 

a. Pimpinan Kecamatan; 

b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

c. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

d. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain; 

e. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan 
lain; 

f. Anggota Partai Pejuang Keadilan. 

2) Peninjau adalah Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dan 
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Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Pejuang 
Keadilan. 

3) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan 
Desa/Kelurahan atau sebutan lain. 

4) Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain dipilih dan 
dan oleh peserta. 

5) Sebelum Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain 
terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau 
sebutan lain. 

Pasal 68 

1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh: 

a. Peserta; 

b. Peninjau. 

2) Peserta, terdiri atas: 

a. Pimpinan Kecamatan; 

b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

c. Kelompok Kader; 

d. Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

e. Pimpinan Ormas Pendiri Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; 

f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan 
lain; 

3) Peninjau, adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan 
Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Pejuang 
Keadilan. 

4) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan 
atau sebutan lain. 

Pasal 69 

Peserta dan peninjau sebagaimana dimaksud dalam Bab XX, diatur Iebih 
lanjut dalam Peraturan Organisasi. 

Pasal 70 

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat 
sebagaimana tercantum dalam BAB XX diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Organisasi. 

 
BAB XXII 

HAK BICARA DAN HAK SUARA 
Pasal 71 

 

1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara; 

2) Peninjau memiliki hak bicara; 

3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
tersendiri. 
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BAB XXIII  
PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI 

Pasal 72 

 
1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan 

Wilayah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota, Ketua 
Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan 
lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah. 

2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan dan 
Pemilihan. 

3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur. 

4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh 
Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur. 

5) Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana 
tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur 
Iebih lanjut dalam Peraturan Tersendiri. 

 
BAB XXIV 

KEUANGAN 
Pasal 73 

 
1) Sumber-sumber keuangan Partai, terdiri atas: 

a. luran Wajib; 

b. luran Sukarela; 

c. Sumbangan Perorangan; 

d. Sumbangan Badan atau Lembaga; 

e. Usaha-usaha lain yang sah; 

f. Bantuan dan Anggaran Negara/Daerah. 

2) Semua pemasukan den pengeluaran keuangan organisasi 
dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada 
Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang 
berwenang menurut peraturan perundang- undangan. 

3) Ketentuan Iebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme 
pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 
 
 

BAB XXV  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM 

Pasal 74 
 

1) Jenis perselisihan hukum: 

a. Sengketa Partai Politik; 

b. Sengketa Perdata. 

2) Penyelesaian perselisihan hukum: 
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a. Mahkamah Partai; 

b. Arbitrase; 

c. Peradilan. 

3) Mahkamah Partai Pejuang Keadilan terdiri dari seorang Ketua 
merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 
(lima) orang Anggota. 

4) Ketua Mahkamah Partai Pejuang Keadilan ditetapkan oleh Musyawarah 
Nasional melalui Formatur. 

5) Ketentuan Iebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum dan 
Mahkamah Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 

BAB XXVI 
ATRIBUT 
Pasal 75 

 
1) Partai Pejuang Keadilan mempunyai Atribut yang terdiri atas Panji-panji, 

Lambang, Hymne, dan Mars Partai Pejuang Keadilan. 
2) Ketentuan Iebih lanjut tentang Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi. 

 

BAB XXVII  

PENUTUP 
Pasal 76 

 
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur 
dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya. 

 

DEWAN PEMBINA PUSAT 

PARTAI PEJUANG KEADILAN 

KETUA, 

 
 

ADVOKAT ROPAUN RAMBE 
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